SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

BUPATI LANDAK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah meliputi Kebijakan Akuntansi
Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang

Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Bupati Landak,
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat
ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah
Kabupaten Landak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No4mor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Landak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286j;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355j);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana
Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui




Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);

17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun
2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
LANDAK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 61), diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal

Pj. BUPATI LANDAK,

TID

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD
THERESIA LIMAWARDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, §H
NIP.19661128 399402 2001




Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 218); :

17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun
2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
LANDAK.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran [ Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 61), diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2% November 3023

Pj. BUPATI LANDAK;

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2% tvoVember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD
THERESIA LIMAWARDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 20323 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

O£

DARIANUARTI, $H
NIP.19661128 99402 2 001




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR €2 TAHUN 20272

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
1. Lampiran I Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Landak
ditambah dengan Kebijakan tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana
Alokasi Umum melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF).
a. Definisi

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah

fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah

Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai

bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan

di Bank Indonesia.

b. Perlakuan Akuntansi atas penyaluran pokok DBH/DAU melalui

Fasilitas TDF adalah: '

(i) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening
TDF-TKD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Aset Lainnya
(Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum
DBH/DAU(LO). Namun dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang
sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan
Pendapatan Transfer — Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada
periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari
Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).

(i) Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh
Pemerintah Daerah dari Rekening TDF — TKD dan telah disalurkan
ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di RKUD
(Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan
dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
pada Pendapatan Transfer — Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

c. Perlakuan Akuntansi atas penyaluran remunerisasi DBH/DAU melalui

Fasilitas TDF adalah:

(i) Dalam hal Bank Indonesia telah memberikari remunerasi atas
DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema
transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD,
maka Pemerintah Daerah mencatat sebagai Piutang Lain-lain PAD

| yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga — Lain-lain PAD yang sah
atau akun sejenis lainnya (LO).
(i) Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui
fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah
Daerah mencatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Piutang Lain-
lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan
mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada
Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis
(LRA).




2. Lampiran [ Kebijjakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Landak
ditambah dengan kebijakan tentang Properti Investasi.
a. Definisi
Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa
atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1)

2)

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh

masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa

atau untuk tujuan administratif; atau

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Sedangkan, properti yang digunakan sendiri adalah properti yang

dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk

kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam

produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan

administratif.

Berikut adalah contoh dari properti investasi:

1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang
dengan tujuan untuk kenaikan nilai;

2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan
penggunaannya di masa depan;

3) bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas dan
disewakan kepada pihak lain;

4) bangunan yang belum terpakai dan untuk disewakan kepada
pihak lain;

5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di
masa depan digunakan sebagai properti investasi.

b. Pengakuan
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1)

2)

besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke
entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan
andal.

Untuk menentukan suatu aset sebagai properti investasi atau bukan,
maka entitas harus dapat menilai tingkat kepastian manfaat ekonomi
yvang akan diterima dan nilai properti investasi tersebut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan dan setelah
perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau

“perbaikan properti investasi, tidak menambah nilai properti investasi

tapi diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya.

c. Pengukuran _
Pengukuran untuk properti investasi terbagi 2 (dua), yaitu:

1)

Pengukuran saat pengakuan awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya

transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Perhitungan

biaya perolehan berdasarkan cara mendapatkan properti investasi

terdiri atas:

- Properti investasi yang didapat dengan cara dibeli, maka biaya
perolehan meliputi harga pembelian dan pengeluaran yang dapat
diatribusikan secara langsung;



- Properti investasi yang didapat dengan dibangun sendiri, maka
biaya perolehan meliputi biaya vyang dikeluarkan untuk
membangun;

- Properti investasi yang didapat dengan cara sewa, maka biaya
perolehannya dilihat dari jumlah mana yang lebih rendah antara
nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum;

- Properti investasi yang didapat dari mutasi antar SKPD, maka biaya
perolehan dinilai sebesar nilai buku. '

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran,

properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar

pada tanggal perolehan.
2} Pengukuran setelah perolehan awal
Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi
atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan
periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi
telah direvaluasi seluruhnya.
Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar
- berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode
dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai
sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
d. Alih Guna
Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan penggunaan, yaitu : '
1) properti investasi mulai dikembangkan untuk dijual, maka
dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
2) properti investasi mulai digunakan untuk operasional entitas, maka
dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
3) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, maka dialihgunakan dari
persediaan menjadi properti investasi;
4) berakhirnya pemakaian untuk operasional entitas, maka
dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi.
Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti
investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak
mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak
mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan
pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna
adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
e. Pelepasan
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen
dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan
properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan
dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode
terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.



Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya
diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi
ditangguhkan, maka imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar
setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai
yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti
investasi setelah pelepasan tersebut.
Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan
penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui
sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai
piutang.
. Penyajian dan Pengungkapan
Pengungkapan properti investasi diantaranya mencakup:
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amount);
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir
periode;
6) Revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi;
7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu
mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi
8) Apabila pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang digunakan
untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan
sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan
usaha sehari-hari;
9) Metode dan asumsi yang signifikan dalam penentuan nilai wajar
10) Apabila entitas menggunakan penilai independen, kualifikasi
professional dan pengalaman
11) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit
12) Kewajiban  kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan  properti investasi atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan;
13) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD

SAMUEL

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

D

I)T)

DARIANUARTI, $H

NIP.19661128 1P9402 2 001




